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Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Keputusan

Menteri  Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor 19/Kep/
Meneg/III/2000 tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha Koperasi di
Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda dan faktor-faktor yang
mendukung dan menghambat pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini berjenis
kualitatif, Data primer berasal dari wawancara dengan informan terpilih,
juga dari pengamatan langsung di lokasi penelitian. Sedangkan data
sekunder berasal dari data yang dimiliki oleh instansi. Penarikan
kesimpulan berdasarkan data yang diolah dengan menggunakan analisis
model interaktif.
Kata Kunci : Evaluasi, Implementasi, Pedoman Kelembagaan ,
Koperasi, UKM.

Abstract
The purpose of this study was to evaluate the Decree of the Minister

of State No. 19 / Kep / Minister / III / 2000 on Guidelines for Institutional
and Cooperative Enterprises in the Department of Cooperatives and SMEs
Samarinda and the factors that support and hinder the implementation of
the policy. This research was qualitative, primary data derived from
interviews with selected informants, as well as from direct observation in
the study site. While secondary data derived from data held by agencies.
Drawing conclusions based on the data that is processed using an
interactive model analysis.
Keywords: Evaluation, Implementation, Institutional Guidelines,
Cooperatives, SMEs.

Pengelolaan pengembangan Koperasi dan UKM yang tidak berjalandengan baik membuat koperasi dan UKM yang ada di Kota Samarinda kurangmampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif sehingga kurangberperan untuk meningkatkan perekonomian di Kota Samarinda. Hal inidapat dilihat dari peranan koperasi dan UKM dalam perekonomian nasionalyang tidak berjalan maksimal. Koperasi dan UKM sebenarnya telahdiperhitungkan mampu  mengatasi persoalan tenaga kerja dan kesejahteraananggota koperasi, tetapi dalam kenyataannya kurang mampu memenuhikualifikasi yang diharapkan. Dalam hal ini yang dimaksud koperasi adalahsuatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan–badan
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yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, denganbekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggikesejahteraan para anggotanya.Perkembangan koperasi di Kota Samarinda bertumbuh dengan pesatdari segi kuantitas, tetapi tidak diiringi dengan peningkatan kualitas. Tercatatpada tahun 2014 di kota Samarinda terdapat 1212  koperasi. Dari jumlahtersebut  pada kenyataannya di lapangan banyak ditemukan koperasi-koperasi yang telah memiliki Badan Hukum Koperasi  dan tercatat padaDinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda namun setelah dicek di lapanganternyata sudah tidak ditemukan lagi alamatnya dan tidak lagi diketahuikeberadaannya.Pada tahun 2014 tercatat hanya ada 85 koperasi saja yangmelaksanakan dan melaporkan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Laporan inisekaligus dapat menjadi indikator aktif atau tidaknya suatu koperasi.Berdasarkan hasil laporan dari masyarakat dan hasil pemantauan dilapangan pada tahun 2014, ada beberapa temuan bahwa Koperasi SimpanPinjam (KSP) tertentu melakukan praktek rentenir, memberlakukan bungapinjaman yang sangat tinggi kepada anggota peminjam. Hal ini bertentangandengan prinsip koperasi yang melaksanakan prinsip ekonomi kerakyatan.Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda sebagai bagian daripemerintahan Kota Samarinda, memiliki tugas dan fungsinya membantukepala daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan atas azas otonomi dantugas di bidang koperasi, usaha mikro, kecil  dan menengah, seperti tertuangdalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 23 Tahun 2008 tentang Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Sruktur Organisasi.
Arti Penting Evaluasi Kebijakan PublikMenurut J.E. Anderson (Islamy,1997:17) menyatakan bahwakebijakan (policy) adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuantertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompokpelaku untuk memecahkan masalah tertentu. Sedangkan menurut W.I.Jenkins (1978:15), kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yangsaling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau kelompok aktorpolitik sehubungan dengan tujuan yang ingin dicapai serta cara-cara untukmencapainya dalam suatu situasi di mana keputusan-keputusan itu padaprinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan daripara aktor tersebut.Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik (Public Policy) adalahapapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun  untuk tidakdilakukan. Jadi, kebijakan publik tidak hanya berfokus pada apa yangdilakukan oleh pemerintah, melainkan termasuk juga apa yang tidakdilakukan oleh pemerintah, karena kedua hal tersebut sama-sama memilikidampak yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat.
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Untuk melihat apakah sebuah kebijakan publik berjalan dengan baikatau tidak harus melalui tahapan evaluasi kebijakan setelah kebijakan ituberjalan. Menurut Jones (1987),  evaluasi kebijakan adalah kegiatan yangbertujuan untuk menilai manfaat suatu kebijakan. Kegiatan ini menyangkutestimasi atau penilaian kebijakan yang menyangkut substansi, implementasidan dampak. Sedangkan Widodo mengatakan bahwa evaluasi kebijakanadalah suatu proses untuk meneliti seberapa jauh suatu kebijakan dapatmembuahkan hasil, dengan membandingkan antara hasil yang diperolehdengan tujuan atau target kebijakan yang telah ditentukan.Evaluasi kebijakan bertujuan untuk mengetahui kesenjangan antaraharapan dengan kenyataan dan selanjutnya adalah mengurangi ataumenutup kesenjangan tersebut (Winarto,2002). Evaluasi kebijakan dilakukanuntuk mengetahui proses pembuatan kebijakan, proses implementasi,konsekuensi kebijakan dan efektifitas dampak dari suatu kebijakan.Fungsi dari evaluasi kebijakan adalah memberi informasi yang validtentang kinerja kebijakan, menilai ketepatan tujuan yang dicapai denganmasalah yang dihadapi, serta untuk memberi masukan terhadap kebijakanlain, terutama dari segi metodologinya.Ada beberapa implikasi dari dilakukannya evaluasi kebijakan publik.Menurut Weis (Shafritz and Hyde, 1987) bentuk implikasi dari evaluasikebijakan adalah sebagai berikut:1. Meneruskan atau mengakhiri program.2. Memperbaiki praktek dan prosedur administrasi.3. Menambah atau mengurangi strategi dan teknik implementasi.4. Melembagakan program ke tempat lain.5. Mengalokasikan sumber daya ke program lain.Evaluasi sangat penting sebagai bentuk akuntabilitas publikpemerintah atas kinerjanya. Evaluasi  yang dapat memberikan masukan bagipemerintah/pembuat keputusan dengan hasil yang dapatdipertanggungjawabkan tidaklah mudah. Sebagian karena kesulitan yangbersifat instrinctive (karena sifat dampak yang berdimensi luas dan dapatmenyebar) juga karena beragam kebijakan yang menuntut beragam metodepengukuran yang sesuai, serta karena kurangnya usaha yang serius untuk itu.Untuk menghasilkan studi evaluasi yang benar-benar berguna, makamemahami kriteria evaluasi yang harus dipenuhi, memahami metodepenelitian evaluasi, serta memilih metoda pengukuran yang tepat adalahsyaratnya.Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentangPerkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orangseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannyaberdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyatyang berdasarkan atas azas kekeluargaan.Koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD1945 yang berdasar atasazas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraananggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi menjadi
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bagian dalam tata ekonomi nasional yang demokratis dan berkeadilan. Nilai-nilai yang mendasari kegiatan berkoperasi adalah kekeluargaan, menolongdiri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, berkeadilan dankemandirian. Sedangkan nilai yang diyakini oleh anggota koperasi yaitukejujuran, keterbukaan, tanggung jawab dan kepedulian terhadap orang lain.Koperasi melaksanakan prinsip keanggotaan yang bersifat sukarela danterbuka, pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis,anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi. Prinsipkoperasi tersebut dapat menjadi sumber inspirasi dan menjiwai organisasidan kegiatan usaha koperasi secara keseluruhan sesuai dengan maksud dantujuan pendiriannya.Dalam pasal 60 UU Nomor 25 Tahun 1992 menyatakan bahwapemerintah berperan menetapkan kebijakan pembinaan untuk mendorongpertumbuhan, perkembangan dan permasyarakatan koperasi. Upayatersebut dilakukan agar masyarakat dapat memahami gagasan koperasisehingga dengan penuh kesadaran mendirikan dan memanfaatkan koperasiuntuk memenuhi kepentingan ekonomi dan sosialnya. Dalam hal inipemerintah juga memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindunganyang dilaksanakan melalui penetapan kebijakan, penyediaan fasilitas dankonsultasi.Koperasi berlandaskan pada azas kekeluargaan dan bertujuan untukmeningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Meskipun dalamkenyataannya seringkali koperasi tidak berjalan sesuai dengan harapankarena adanya penyimpangan yang dilakukan pengurusnya yang padaakhirnya ditinggalkan oleh para anggotanya.Pada tahun 2000, Pemerintah melalui Menteri Negara Koperasi DanPengusaha Kecil mengeluarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi DanPengusaha Kecil Menengah Nomor 19/Kep/Meneg/III/2000 TentangPedoman Kelembagaan Dan Usaha Koperasi. Sebagai sebuah kebijakan yangmasuk dalam ranah kebijakan publik, Keputusan Menteri mengenai pedomankelembagaan dan usaha koperasi ini penting untuk dievaluasi, khususnya diDinas Koperasi dan UKM kota Samarinda , mengingat keputusan menterimengenai kelembagaan koperasi ini sudah berjalan sejak tahun 2000. Tentusudah bisa dilihat apakah kebijakan ini sudah berjalan baik atau tidak.
Metode penelitianJenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini termasuk penelitiandeskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiriyaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkannya dengan variabellain (Sugiyono, 2002:6). Penelitian deskriptif dimaksud untuk menggambarkanfenomena-fenomena yang terjadi pada objek penelitian terutama yangberkaitan dengan implementasi kebijakan di bidang kelembagaan koperasiyang ada di Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda.Untuk fokus penelitian ini difokuskan pada: Evaluasi ImplementasiKebijakan Kelembagaan dan Usaha Koperasi, serta Faktor Pendukung dan



Jurnal Administrative Reform, Vol.3  No.3 , Juli - September 2015

400

Penghambat dalam Implementasi Kelembagaan dan Usaha Koperasi, DinasKoperasi dan UKM di Kota Samarinda.Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis data modelinteraktif, seperti yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana(2014 : 33), melalui tahapan-tahapan, sebagai berikut : Kondensasi Data(Data Kondensation); Penyajian Data (Data Disply); Pengambilan kesimpulanatau verifikasi (Drawing and Verifying Conclusition).
Analisis Input, Proses, Hasil, dan Dampak dalam Evaluasi Keputusan
Menteri Negara Koperasi Dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor
19/Kep/Meneg/III/2000 Tentang Pedoman Kelembagaan Dan Usaha
Koperasi Di Dinas Koperasi  Dan UKM  Kota  Samarinda

Analisis InputPada analisis ini, data yang dianalisis adalah mengenai sumberdayaorganisasi Dinas UKM dan Koperasi yang terdiri dari sumber daya manusia(pegawai), pendanaan dan sarana prasarana pendukung. Hasil penelitianmemberi gambaran bahwa jumlah seluruh pegawai yang dimiliki oleh dinasdalam melaksanakan tugas dan fungsi lembaga berjumlah 61 orang. Darijumlah tersebut, yang menangani implementasi kebijakan kelembagaan danusaha koperasi melalui Keputusan Menteri Negara Nomor19/Kep/Meneg/III/2000 tentang Pedoman Kelembagaan dan UsahaKoperasi, yaitu pegawai dibidang Kelembagaan dan bidang PembinaanKoperasi sebanyak 45 orang. Menurut pendapat informan, jumlah pegawaitersebut telah cukup untuk melaksanakan tugas peningkatan kelembagaandan usaha koperasi.Dari segi kualitas SDM, pegawai tersebut menunjukkan bahwapegawai yang berpendidikan setingkat sarjana sebanyak 7 orang, setingkatSLTA sebanyak 35 orang dan masih ada yang berpendidikan SMP sebanyak 5orang. Kualitas SDM yang dimiliki Dinas UKM dan Koperasi masih belumoptimal mendukung implementasi kebijakan.Selanjutnya dalam hal pendanaan, data hasil penelitian menunjukkanbahwa pendanaan program-program kerja dalam rangka pelaksanaanimplementasi kurang memadai. Meskipun terlihat pada tabel 1, pendanaantersebut mengalami tiap tahunnya mengalami peningkatan namun dirasakanbelum mencukup untuk mendukung implementasi program. Sementara itumengenai fasilitas kerja yang ditunjukkan melalui jenis sarana dan prasaranayang dimiliki telah dirasakan mampu untuk mendukung pelaksanaankebijakan tersebut.Dari pembahasan mengenai aspek input, dapat disimpulkan bahwasumberdaya yang dimiliki oleh Dinas UKM dan Koperasi Kota Samarindakurang mampu mendukung implementasi kebijakan kelembagaan dan usahakoperasi melalui Keputusan Menteri Negara Nomor 19/Kep/Meneg/III/2000tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha Koperasi.
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Analisis ProsesSesuai kebijakan yang dikeluarkan Menpan bahwa yang menjaditujuan dari Keputusan Menteri Negara Nomor 19/Kep/Meneg/III/2000tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha Koperasi adalah meningkatnyakelembagaan dan usaha koperasi dalam mendukung perekonomianmasyarakat. Untuk itu program pembinaan koperasi diimplementasikanuntuk mencapai tujuan tersebut.1. Advokasi KelembagaanUsaha dalam advokasi kelembagaan Dinas UKM dan Koperasi KotaSamarinda dilakukan dalam bentuk sosialisasi masalah hukum, koordinasidengan notaris dalam rangka pembuatan akta pendirian koperasi, mediasiatas sengketa koperasi dengan pihak ketiga, penyuluhan koperasi;revitalisasi melalui pendataan koperasi, memberikan bimbingan dankonsultasi.Namun temuan penelitian juga menunjukkan masih belum tuntasnyapembubaran koperasi yang tidak aktif dikarenakan masih adanya persoalanhukum yang belum mampu diselesaikan oleh Dinas UKM dan Koperasi.Pembiaran ini karena dinas tidak mau menanggung resiko, padahal sebagaipembina koperasi di daerah, pemerintah harus turut membantu perselisihandan persoalan hukum yang dialami koperasi.Tercatat dari jumlah 1212 koperasi yang ada hanya 85 koperasi yangaktif, menunjukkan minimnya pembinaan pada aspek kelembagaan.Penyuluhan mengenai koperasi kurang mampu mendorong masyarakatuntuk menjadi anggota dan memanfaatkan koperasi sebagai salah satumendukung ekonomi keluarga. Dari hasil penelitian, program pembinaanadvokasi kelembagaan belum menunjukkan hasil yang optimal meskipunkegiatan-kegiatan tersebut telah cukup banyak dilakukan oleh Dinas UKMdan Koperasi Kota Samarinda.2. Pelatihan Manajerial Pengurus KoperasiDalam upaya pembinaan koperasi, Dinas UKM dan Koperasi telahmengirim pengurus koperasi untuk mengikuti berbagai pelatihanmanajemen koperasi, antara lain bermaterikan dasar perkoperasian,pembukuan sederhana, penyusunan proposal kegiatan, kewirausahaan,akuntansi koperasi, audit laporan keuangan, manajemen koperasi jasakeuangan konvensional dan syariah. Program pelatihan ini pun tercatat telahmeningkatkan pengetahuan para pengurus. Tercatat pada tahun 2012pelatihan diikuti 195 orang, tahun 2013 diikuti 315 orang dan tahun 2014diikuti 219 orang. Meskipun terjadi fluktuasi dari peserta pelatihan, namunkeikutsertaan pengurus merupakan respon positif bagi upaya peningkatanmanajerial koperasi oleh pemerintah.Implementasi pembinaan koperasi melalui kegiatan manajerial dapatdikatakan telah mengarah dengan baik dalam menunjang implementasikebijakan pengembangan kelembagaan dan usaha koperasi.3. Bantuan Permodalan
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Pembinaan koperasi yang juga dilakukan oleh pemerintah KotaSamarinda melalui Dinas UKM dan Koperasi adalah membantu koperasidalam permodalan usaha. Hal ini dikarenakan salah satu hambatan usahakoperasi dan pengembangannya adalah masalah kurangnya permodalan.Pemberian modal usaha koperasi merupakan wujud perhatianpemerintah terhadap koperasi. Dari data yang penulis peroleh pada tahun2014 terdapat 167 koperasi yang mendapat bantuan permodalan denganjumlah masing-masing koperasi mendapatkan Rp. 1.500,000,-. Sehingga totaldana bantuan pemerintah sebesar Rp. 250.500,000,-. Pemberian diberikankepada koperasi yang sehat dalam keuangannya.Dari hasil wawancara, sebenarnya jumlah permodalan tersebutkurang mendukung karena jumlah yang diberikan kecil. Pemerintah lebihmengutamakan segi pemerataan dengan maksud memberikan motivasikepada koperasi untuk berkembang. Dengan uraian tersebut, dapatdisimpulkan bahwa pemberian permodalan koperasi merupakan upayapemerintah dalam mendorong berkembangnya usaha koperasi. Pemberianbantuan modal usaha juga sudah cukup baik dilakukan oleh pemerintah.4. Pendampingan Koperasi.Pembinaan koperasi melalui pendampingan usaha merupakanprogram yang positif dalam rangka meningkatkan kemandirian koperasi. Jikaupaya itu dilakukan secara terus menerus, koperasi diharapkan dapatmeningkatkan volume usaha karena terbuka peluang untuk kerjasama danpemasaran produk koperasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa upayayang dilakukan pemerintah dalam program pendampingan koperasi sangatminim dalam upaya implementasi kebijakan.
Analisis HasilSebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa implementasi kebijakanterwujud dalam upaya pembinaan koperasi ditujukan kepada lembagakoperasi yang ada di Kota Samarinda.Dari hasil penelitian melalui wawancara dengan cara mendatangibeberapa informan ketua koperasi di lokasi masing-masing, terungkap faktabahwa tidak semua koperasi mendapatkan manfaat dari kegiatan advokasikelembagaan koperasi. Demikian juga beberapa pengurus merasa tidakpernah diikutsertakan dalam sekian jenis pelatihan yang pernah diadakan.Beberapa ketua koperasi juga merasakan tidak mendapat perhatianpermodalan padahal koperasinya termasuk kategori sehat mulai tahun 2013.Yang pernah dirasakan oleh pengurus koperasi adalah bantuan dalampengurusan akta pendirian koperasi.Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa program-programpembinaan koperasi yang dilakukan oleh Dinas UKM dan Koperasi KotaSamrainda belum mampu menjangkau seluruh koperasi yang ada di KotaSamarinda.
Analisis DampakDampak dari implementasi kebijakan adalah perubahan ke arahpositif dari kondisi sebelumnya. Implementasi kebijakan akan membawa
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pengaruh yang dapat diukur melalui indikator kebijakan. Demikian puladengan implementasi kebijakan pemerintah melalui Keputusan MenteriNegara Nomor 19/Kep/Meneg/III/2000 tentang Pedoman Kelembagaan danUsaha Koperasi yang salah satu indikatornya adalah bertambahnya jumlahkoperasi yang sehat dan tubuhnya permodalan usaha koperasi.Data hasil penelitian menunjukkan bahwa dari indikator jumlahkoperasi yang tergolong sehat pada tahun 2012 hingga 2014 justrumengalami penurunan. Pada tahun 2012 jumlah koperasi yang sehatberjumlah 198 koperasi, pada tahun 2013 menurun menjadi 186 dan padatahun 2014 jumlahnya menurun kembali menjadi 167 koperasi.Pada indikator jumlah modal yang berkembang mengalami fluktuasi.Dari perhitungan permodalan pada tahun 2012 total modal yang berhasildikembangkan koperasi di Kota Samarinda mencapai Rp. 18.762.598.000,-.Pada tahun 2013 naik menjadi Rp. 21.872.900.000,-. Namun pada tahun 2014turun menjadi Rp. 19.231.875.000,-.Dari evaluasi implementasi kebijakan melalui metode input, proses,hasil dan dampak akan terlihat kelemahan yang masih dialami oleh DinasUKM Kota Samarinda sebagaimana secara ringkas diperlihatkan dalam tabelberikut ini.
Tabel 1

Ringkatan Analisis Input, Proses, Hasil, dan Dampak pada Hasil
Implementasi Keputusan Menteri Negara Koperasi  dan
Usaha Kecil Menengah  Nomor 19/Kep/Meneg/III/2000

tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha Koperasi
Pada Dinas Koperasi  dan UKM  Kota  Samarinda

Analisis Kesimpulan
EvaluasiInput Proses Hasil DampakSaranaprasaranamendukungimplementasi

BantuanPermodalandan PelatihanManajerialpenguruskoperasi telahoptimal

Pelayananpembuatanaktapendiriankoperasidirasakansemuakoperasi

Perkembanganmodalkoperasi yangberfluktuasitapi cenderungmeningkat
Dipertahankandanditingkatkanlagi

Kualitas SDMdanPendanaankurangmendukung
AdvokasiKelembagaankurangoptimal danPendampinganUsaha sangatkurangoptimal

Pelatihan,permodalan,advokasikelembagaandanpendampingKoperasikurangdirasakan

Menurunnyajumlahkoperasi yangsehat
Ditingkatkan
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olehkelompoksasaranSumber : Analisa Peneliti, 2015
Faktor-faktor Pendukung ImplementasiFaktor-faktor  yang mendukung implementasi Keputusan MenteriNegara 19/Kep/Meneg/III/2000 tentang Pedoman Kelembagaan dan UsahaKoperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda, antara lain :a) Adanya peraturan perundang-undangan yang terkait denganpedoman kelembagaan koperasi yang secara sinergi mendukung danmengarahkan koperasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25Tahun 1992 tentang Perkoperasian.b) Tugas pokok dan fungsi serta Standar Operasional Prosedur (SOP)yang berlaku pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda.c) Kerjasama antar instansi dalam melakukan sosialisasi peraturan,dalam rangka penyebarluasan informasi mengenai perkoperasian,seperti  Bagian Humas Sekretariat Kota Samarinda, serta Kecamatandan Kelurahan yang ada di wilayah Kota Samarinda.
Faktor Penghambat ImplementasiFaktor-faktor yang menghambat implementasi Keputusan MenteriNegara Nomor 19/Kep/Meneg/III/2000 tentang Pedoman Kelembagaan danUsaha Koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda, yaitu:a) Kurangnya koordinasi program dan kegiatan-kegiatan antar bidangyang ada pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda.b) Masyarakat yang menjadi anggota koperasi kurang peduli dengankegiatan usaha yang dilakukan oleh koperasinya.c) Kurangnya pengawasan dari para pengurus maupun dari anggotakoperasi untuk mengawasi jalannya koperasi karena biasanyakoperasi terkendala biaya untuk melakukan audit koperasi.d) Terbatasnya dana APBD Kota Samarinda tidak memungkinkan untukdilakukan pembinaan, pelatihan dan pengawasan secara menyeluruhterhadap semua koperasi yang ada di wilayah Kota Samarinda.
Kesimpulan1. Secara kelembagaan mengenai Keputusan Menteri Negara yangmengatur tentang usaha koperasi di Kota Samarinda telah dilakukan,meskipun demikian secara aplikatif kurang berjalan sebagaimana yangdiharapkan. Dengan demikian upaya pengembangan usaha dibidangkoperasi di wilayah Kota Samarinda masih dihadapkan oleh berbagaimasalah, yaitu bukan hanya menyangkut rendahnya frekuensipembinaan, tetapi juga terbatasnya petugas pembina, sehingga berujungpada keadaan koperasi menjadi kurang sehat.
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2. Sumberdaya manusia yang dimiliki Dinas Koperasi dan UKM KotaSamarinda belum sepenuhnya mampu mendukung pelaksanaankebijakan yang dituangkan dalam pedoman kelembagaan dan usahakoperasi. Hal ini ditunjukkan dengan kualitas sumberdaya manusia danpendanaan yang kurang memadai, sedangkan sarana dan prasaranacukup mampu mendukung implementasi kebijakan.3. Kegiatan pembinaan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi danUKM di Kota Samarinda dalam rangka merealisasikan kebijakankelembagaan dan usaha koperasi melalui pelatihan manajerial penguruskoperasi dan bantuan permodalan nampaknya cukup membantu dalamupaya pengembangan usaha  koperasi, meskipun disisi lain kegiatanadvokasi kelembagaan dan pendampingan koperasi oleh pihak dinaskurang efektif. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya kompetensipegawai pembina koperasi sehingga secara aplikatif kurang menunjangpengembangan usaha koperasi.4. Dalam hal pembinaan pengurus koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKMdi Kota Samarinda secara implementatif kurang memenuhi kualifikasiyang diharapkan. Sedangkan dampak dari implementasi kebijakan jikadilihat dari perkembangan modal koperasi justru terjadi fluktuasi,sehingga membawa konsekuensi terhadap jumlah koperasi yang sehatmengalami penurunan.
Saran-saran1. Sehubungan dengan implementasi pedoman kelembagaan dan usahakoperasi dihadapkan oleh terbatasnya sumberdaya manusia yangberkualitas, maka untuk keperluan tersebut perlu ditingkatkan sesuaikualifikasi yang dibutuhkan, dan hal tersebut dapat dilakukan melaluijalur pendidikan formal dan diklat dengan mengalokasikan anggaranpendapatan dan belanja daerah yang disusun tiap tahun sekali.2. Mengingat beban kerja dan advokasi kelembagaan serta pendampinganterus meningkat, sementara alokasi anggaran untuk kegiatan dimaksudrelatif kecil maka untuk menunjang kelancaran kegiatan-kegiatankelembagaan dan usaha koperasi perlu menambah alokasi anggaran, danhal tersebut dapat dilakukan melalui rencana anggaran pendapatan danbelanja  daerah yang diusulkan tiap tahun sekali.3. Mengingat pengembangan usaha koperasi dihadapkan oleh terbatasnyamodal usaha maka pihak pemerintah daerah dapat memberikan suntikanmodal usaha kepada usaha koperasi melalui kredit bergulir.4. Mengingat kurangnya efektifnya dalam memberikan pembinaan padausaha koperasi di Kota Samarinda maka perlu ditingkatkan frekuensipembinaan dan didukung dengan petugas pembina yang kompeten, sertamelakukan koordinasi dengan pihak instansi terkait.5. Dalam rangka efektivitas penggunaan modal usaha koperasi maka perlupengawasan dari para pengurus sehingga pemanfaatan dan penggunaanmodal usaha dapat tepat sasaran.
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